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ABSTRAK 
Reformasi pemerintahan yang telah bergulir sejak tahun 1999 telah menunjukkan 

itikad baik pemerintah untuk memperbaikan system pemerintahan yang akuntable dan 

transparan dengan memberikan kewenangan kepada DPRD untuk menjalankan fungsinya 

namun dalam pelaksanaanya masih ditemukan kekurangan sehingga berkali-kali undang-

undang tentang pemerintahan daerah direvisi walaupun hasil yang ingin dicapai belum 

terlihat memuaskan baik itu dari segi akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan 

transparansi kebijakan. oleh karena itu,  Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 

menguji pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan 

publik terhadap efektifitas kerja anggota DPRD di Kabupaten Bulukumba.  Data yang 

digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui survei 

kuesioner secara langsung. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda 

untuk menguji pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi 

kebijakan publik terhadap efektifitas kerja anggota DPRD baik secara simultan maupun 

secara partial. Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan 

bahwa secara partial akuntabilitas publik, partsisipasi masyarakat dan transparansi 

kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap efektifitas kerja anggota DPRD 

dengna nilai t maisng-masing 0.001, 0.032 dan 0.000 serta secara simultan menunjukkan 

nilai P  yang positif signifikan pada taraf 0.000 dan Fhitung sebesar 47.907 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa akuntabilitas public, partisipasi masyarakat dan transparansi 

kebijakan public dinilai penting demi menjamin efektifittas kerja anggota DPRD 

kabupaten Bulukumba. 

 

Kata Kunci: Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan 

Publik, Efektifitas Kerja Anggota DPRD 

 

 

ABSTRACT 
This study aims to analyze the effect of public accountability, public participation, 

and public policy transparency toward the effectiveness of the job of parlement member 

in Bulukumba regency. The sample of study is legislative assembly at regency (DPRD) in 

period of 2019-2024. The data obtained by using census method and respondent in this 

research are 40. The data were collected by using direct survey or questionnaires at the 

area. Hypotheses were tested empirically using multiple regressions for each sample.  

The result of the study indicated that, first, public accountability is statics significant on 
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job effectiveness of legislative assembly at regency, with p value = 0.001, second, public 

participation is statics significant on job effectiveness of legislative assembly at regency 

with p value  = 0,000, third, transparency of public policy is statics significant on job 

effectiveness of legislative assembly at regency with p value = 0,032, fourth, interaction 

of public accountability, public participation, and transparency of public policy are 

statics significant on the job effectiveness of legislative assembly at regency with p value 

=0,000 F value = 4.907 therefore, it can be concluded that public accountability, public 

participation and public policy transparency are important to guarantee the effectiveness 

of legislative assembly’s job in Bulukumba Regency. 

 

Keywords: Public Accountability, Public participation, Public Policy Transparency 

 

 

PENDAHULUAN 

Pemberlakuan Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pada tahun 2004, Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah 

sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Tahun 2014, pemerintah 

bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat mencabut Undang-unndang Nomor 32 Tahun 

2004 dan menerapkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengatur tentang 

Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini sesuai dengan isu sentralnya, pasal-pasal yang 

mengatur tentang penyelenggaraaan pemilihan kepala daerah dihapuskan sebagaimana 

yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang pemilihan kepala 

daerah secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2014 yang mengatur 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan demikian Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 lebih fokus mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi. 

Kemampuan dan kesiapan pemerintah daerah dalam memberdayakan segenap potensi dan 

seluruh sumber daya yang tersedia merupakan dasar keberhasilan penyelenggaraan 

otonomi daerah tersebut.  

Abdul Halim (2002) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban 

penyelenggara untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan hasil kerja dan 

tindakan baik oleh perorangan, badan hukum maupun pimpinan organisasi kepada pihak 

yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban dan 

keterangan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Sedangkan menurut Mahmudi (2013) 

akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya 

yang ada, melaporkan, dan mengungkapkan segala bentuk aktivitas dan kegiatan yang 

berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya publik kepada pemberi 

mandat (masyarakat).  

Indra Bastian (2001) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban 

seseorang, badan hukum, dan pimpinan kolektif atau organisasi untuk menyampaikan 

pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakannya 

kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban.  

Serta menurut Deddi Nordiawan (2008) akuntabilitas publik adalah bentuk 

pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah 

dipercayakan kepada pelaksana program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

secara periodik. Sumarto dalam Sembodo dalam Moch. Solekhan, (2014) menjelaskan 
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bahwa partisipasi itu merupakan proses yang memungkinkan terjadinya interaksi yang 

lebih baik antar stakeholders sehingga kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif 

lebih mungkin tercipta dalam proses pelaksanaannya, dimana ruang untuk mendengarkan, 

belajar, reflektasi dan memulai suatu tindakan bersama-sama dapat tercapai. Indra 

(20103) mendefinisikan partisipasi sebagai hal yang berkenaan dengan pendapatan dan 

pengeluaran, harus ditetapkan setelah melalui proses yang melibatkan sebanyak mungkin 

komponen masyarakat, selain waijb dibahas dan mendapatkan persetujuan.  

Sementara itu, Mardiasmo (2009) mendefinisikan partisipasi sebagai keikutsertaan 

masyarakat dalam proses penetapan keputusan baik secara langsung maupun tidak 

langsung melalui lembaga perwakilan dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat yang 

dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibentuk atas dasar kebebasan 

berasosiasi dan mengemukakan pendapat serta berpartisipasi secara konstruktif.  

Menurut Ife dan Tesoriero (2008) partisipasi merupakan suatu bagian penting dari 

pemberdayaan dan penumbuhan kesadaran. Banyak pengertian mengenai partisipasi 

tergantung kepada kepentingan dan agenda yang berlangsung dalam kehidupan 

masyarakat dan pembuatan keputusan.Partisipasi juga dipandang sebagi konsep dalam 

pengembangan masyarakat karena pasrtisipasi sangat erat hubungannya dengan gagasan 

HAM. Partisipasi adalah alat dan juga tujuan karena membentuk bagian dari budaya.  

Menurut Kogoya et al (2015) Pembangunan yang efektif memerlukan keterlibatan 

(partisipasi) awal dan real (nyata) pada seluruh pihak pemangku kepentingan 

(stakeholders) dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. 

Masyarakat yang terlibat menilai bahwa partisipasi mereka penting demi mencapai mutu, 

efektifitas dan efisiensi pembangunan akan meningkat. Partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam 

merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan 

yang telah dicapai. 

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa transparansi itu dibangun atas dasar kebebasan 

memperoleh infomasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang secara langsung 

dapat diakses oleh mereka yang membutuhkan. Senada dengan Indra (2010), 

mendefinisikan transparansi adalah proses perencanaan, pelaksanaan, serta 

pertanggungjawaban anggaran Negara yang harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, 

tetapi juga masyarakat umum. Menurut Bappenas RI dalam Buku Pedoman Penguatan 

Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri (2002), 

transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang 

kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.  

Menurut Adrianto (2007), menyebutkan transparansi sebagai keterbukaan secara 

sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi ruang bagi partisipasi aktif dari seluruh 

lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Hal ini juga 

disebutkan oleh Hafiz (2000), mengartikan transparansi sebagai keterbukaan dan 

kejujuran kepada masyarakat atas dasar pertimbangan bahwa masyarakat berhak untuk 

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan 

dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengetian efektifitas menurut Hidayat 

(1986) adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana target (mutu, jumlah dan waktu) 

telah terpenuhi. Semakin besar presentase target yang dicapai maka makin tinggi pula 

efektifitasnya. Sedangkan menurut Saksono (1984),  efektifitas merupakan seberapa besar 

tingkat kesesuaian out put yang dicapai dengan out put yang diharapkan dari jumlah in 

put. Hasil perbandingan inilah yang dapat disebut efektif atau tidaknya suatu 

tindakan/kegiatan. Efektifitas mengandung arti terjadinya efek atau akibat sesuai dengan  
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yang dikehendaki. Jadi, tindakan seseorang dikatakan efektif jika tindakan tersebut 

menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki oleh orang itu. Setiap pekerjaan yang 

efisien tentu berarti juga efektif karena dilihat dari segi usaha, hasil yang dikehendaki 

telah tercapai dan bahkan dengan penggunaan unsur yang minimal. The Liang Gie dalam 

Syamsi (2007) menyebutkan bahwa kata efektif berasal dari Bahasa Inggris, effective 

yang berarti berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Emerson 

dalam Hasibuan (2005) efektifitas adalah pengukuran tingkat pencapaian sasaran atau 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yusuf Suit dan Almasdi (2006) menyebutkan 

efektifitas sebagai ketepatan suatu tindakan atau kesempurnaan (jaminan) hasil suatu 

tindakan itu sendiri. Kemudian Robbins dalam Tika (2006) mendefenisikan efektifitas 

sebagai tingkat pencapaian organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

  

Berdasarkan alur kerangka berfikir diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Akuntabilitas Publik berpengaruh pisitif dan signifikan terhadap efektifitas kerja 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba. 

2. Partisipasi Masyarakat berpengaruh pisitif dan signifikan terhadap efektifitas 

kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba. 

3. Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh pisitif dan signifikan terhadap 

efektifitas kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Bulukumba. 

4. Akuntabilitas Publik, Partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik 

berpengaruh pisitif dan signifikan secara bersama-sama terhadap efektifitas kerja 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba 

 

Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat digambarkan skema kerangka pemikiran 

sebagi berikut : 
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Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

METODE PENELITIAN  
Dalam penelitian ini digunakan penelitan bersifat kausalitas, yaitu hubungan sebab-

akibat dimana terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi (independen) dan variabel 

yang dipengaruhi (dependen).  Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data 

primer yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan di DPRD Kabupaten 

Bulukumba. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Anggota Dewan Perwakilan 

Rakrat Daerah Kabupaten Bulukumba yang berjumlah 40 orang. Teknik dalam 

menentukan sampel pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan sampling jenuh atau 

sensus dimana seluruh populasi yang ada dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. 

Metode Pengumpulan data dari responden dilakukan dengan survei, yaitu dengan cara 

mengumpulkan data pokok (data primer) dari suatu sampel dengan menggunakan 

instrumen kuisioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada 

responden. Penelitian ini dilaksanakan pada Juni - September 2020. Agar data mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut digunakan uji validitas 

dan uji reliabilitas agar handal. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan 

pengujian yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. 

Pengujian hipotesis menggunakan model analisis yang digunakan adalah regresi linear 

berganda terhadap data penelitian uji hipotesis digunakan uji t untuk menguji pengaruh 

secara parsial dan uji f untuk mengetahui pengaruh secara simultan. 

 

Efektifitas Kerja DPRD 

(Y) 
1. Pemahaman program 

2. Tepat sasaran 

3. Tepat waktu 

4. Tercapainya tujuan 

5. Perubahan nyata 

(Edy Sutrisno, 2007) 

Partisipasi Masyarakat (X2): 
1. Aktif terlibat 

2. Kesedian memberikan sumbangan 

material 

3. Kesediaan memberikan non-material 

4. Tanggung jawab  

(Taliziduhu Ndraha, 1994) 

Transpransi Kebijakan 

Publik (X3)  

1. Penyediaan informasi yang jelas 

2. Kemudahan akses informasi 

3. Mekanisme pengaduan  

4. Peningkatan arus informasi 
(Adiwirya and Sudana, 2015) 

Akuntabilitas Publik(X1): 
1. Hukum dan Kejujuran 

2. Managerial 

3. Kebijakan 

4. Program 

5. Finansial  

(Mahmudi, 2013) 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan peneliti adalah 

Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik, 

sedangkan variabel dependen adalah Efektifitas Kerja Anggota DPRD Kab. Bulukumba. 

Dasar pengambilan keputusannya jika nilai signifikansi <0.05 maka hipotesis diterima, 

artinya terdapat pengaruh. Jika nilai signifikansi >0.05 maka hipotesis ditolak, artinya 

tidak ada pengaruh.  

 

Analisis Statistik Deskriptif  
Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik sampel 

dalam penelitian serta memberikan deskrpsi masing-masing variabel yang digunakan. 

Pengolahan data ini menggunakan program SPSS for windows versi 26.00. Berikut adalah 

hasil statistik deskriptif yang dapat dilihat pada Tabel 1, sebagai berikut:  

 

Tabel 1. Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Range Min Max Mean Std. 

Deviatio

n 
Statistic Std. Error 

AP 40 24 34 58 47.38 1.117 7.066 

PM 40 19 35 54 42.87 .903 5.712 

TKP 40 18 32 50 40.25 .740 4.678 

EK 40 18 34 52 44.20 .992 6.277 

Valid N 

(listwise) 
40 

      

Sumber: Data Diolah, 2020 

 

Uji Parsial (Uji t)  
Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji seberapa jauh masing-masing variabel 

independen berpengaruh terhadap dependennya. Dimana dalam penelitian ini variabel 

independennya terdiri dari akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi 

kebijakan publik sedangkan variabel dependennya efektifitas kerja anggota DPRD Kab. 

Bulukumba. 

  

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Uji t) Coefficientsa 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

(Constant) -4 807 4 284 
 

-1 122 269 

X1 0.311 0.082 0.350 3.788 0.001 

X2 0.503 0.119 0.458 4.245 0.000 

X3 0.316 0.142 0.235 2.229 0.032 

a. Dependent Variable: Y 
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  Sumber: Data Diolah, 2020 

 

a) Akuntabilitas Publik (X1) berpengaruh terhadap positif signifikan terhadap 

Efektifitas Kerja Anggota DPRD. Berdasarkan Tabel 2, hasil uji statistic t 

variabel akuntabilitas publik menunjukkan nilai sig. 0.001 < 𝜶 𝟎.𝟎𝟓, hal ini 

berarti bahwa variabel akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap 

efektifitas kerja anggota DPRD dimana penelitian ini dilaksanakan pada 

DPRD Kab. Bulukumba. Dengan demikian hiposesis pertama H1 pada 

penelitian ini diterima. 

b) Partisipasi Masyarakat (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap 

Efektifitas Kerja Anggota DPRD. Berdasarkan Tabel 2, hasil uji statistic t 

variabel Partisipasi Masyarakat menunjukkan nilai sig. 0.000 < 𝜶 𝟎.𝟎𝟓, hal 

ini berarti bahwa variabel Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan 

terhadap efektifitas kerja anggota DPRD dimana penelitian ini dilaksanakan 

pada DPRD Kab. Bulukumba. Dengan demikian hiposesis pertama H1 pada 

penelitian ini diterima.  

c) Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh positif signifikan terhadap 

Efektifitas Kerja Anggota DPRD. Berdasarkan Tabel 2, hasil uji statistic t 

variabel Transparansi Kebijakan Publik menunjukkan nilai sig. 0.032 < 𝜶 

𝟎.𝟎𝟓, hal ini berarti bahwa variabel Transparansi Kebijakan Publik 

berpengaruh signifikan terhadap efektifitas kerja anggota DPRD dimana 

penelitian ini dilaksanakan pada DPRD Kab. Bulukumba. Dengan demikian 

hiposesis pertama H1 pada penelitian ini diterima.  

 

Uji Simultan (Uji t) 
Indikator signifikansi parameter koefisien adjusted R2 signifikan atau tidak maka 

dapat dilakukan uji statistik metode Fisher (Uji F). 

 

Tabel 3. Hasil Uji Simultan metode Fisher (Uji F) 

ANOVAa 

Model 
 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1228.641 3 409.547 47.907 0.000b 

 
Residual 307.759 36 8.549 

  

 
Total 1536.400 39 

   
a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

Sumber: Data Diolah, 2020 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam pengujian  regresi berganda 

menunjukkan hasil Fhitung sebesar 47.907 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih 

kecil dari 0.05, dimana nilai Fhitung (47.907) lebih besar dari nilai Ftabel nya sebesar 2.87 

(df1=3-1=2 dan df2=40-3=37), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Berarti variabel 

Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik secara 

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektifitas Kerja Anggota 

DPRD Bulukumba. 
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Uji Koefisien Determinan (R2)  
Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan 

varian independen. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan terhadap variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Untuk 

mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari adjusted R 

square-nya, sebagasi berikut :  

 

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinan (R2) Model Summaryb 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0.894a 0.800 0.783 2.924 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

Sumber: Data Diolah, 2020   

 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinan di atas menunjukan tingkat pengaruh 

ketiga variabel independen yaitu akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan 

transparansi kebijakan publik terhadap efektifitas kerja anggota DPRD Kab. Bulukumba 

adalah adalah 0.800 atau sebesar 80% dan sisanya 20% dipengaruhi oleh faktor lain 

diluar ketiga variabel independen dalam penelitian ini.  

 

 

PEMBAHASAN  
Pengaruh Akuntabilitas Publik (X1) Terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD 

Kab. Bulukumba  

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap efektifitas kerja anggota DPRD Bulukumba. Hal ini  dapat dilihat 

pada hasil uji signifikansi dan uji t dimana nilai t terlihat pada angka 3.788 yang berarti 

lebih besar daripada nilai ttabel 2.02679  dengan nilai P sebesar 0.001<0.05. Ini berarti 

bahwa semakin baik pelaksanaan akuntabilitas dalam organisasi maka akan semakin baik 

efektifitas kerja anggota DPRD, dengan demikian hipotesis pertama diterima. Hasil ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamsinar (2017) dan Putra (2013) dan 

menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektifitas kerja. Sesuai 

dengan dengan teori yang dinyatakan oleh Mardiasmo (2002), bahwa akuntabilitas 

merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses pelaksanaan program 

dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan 

dan dipertanggungjawabkan anggota DPRD kepada masyarakat atau konstituentnya. Hal 

ini juga menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja karena 

adanya akuntabilitas maka masyarakat tidak hanya bisa mengetahui sebuah program 

tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah 

daerah bisa memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan dan berusaha dengan 

baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada. 

 

Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X2) Terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD 

Kab. Bulukumba. 

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa partisipasi 

masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap efektifitas kerja anggota DPRD. 
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Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat pada hasil uji signifikansi dan uji t dimana nilai 

thitung 4.245 > ttabel 2.02679  dengan taraf signifikansi 0.000, jauh di bawah 0.05. Ini 

berarti bahwa semakin baik keikutsertaan masyarakat dalam organisasi maka akan 

semakin baik efektifitas kerja anggota DPRD, dengan demikian hipotesis kedua diterima. 

Hasil penelitian ini Sesuai dengan teori yang dikemukan oleh Josef (2010), “partisipasi 

aktif anggota masyarakat menentukan keberhasilan penyelenggaran otonomi daerah”. 

Partisipasi masyarakat dapat diwjudkan dengan beberapa cara, diantaranya memberikan 

masukan sebagai aspirasi masyarakat dan direalisasikan dengan adanya forum 

komunikasi antara dewan dengan masyarakat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan dan positif. Keterlibatan masyarakat 

dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 

lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun 

atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 

Hal ini berarti kenaikan indeks partisipasi masyarakat dalam sebuah organisasi maka akan 

semakin baik pula kinerja pemerintah daerah itu. 

 

Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik (X3) Terhadap Efektifitas Kerja Anggota 

DPRD Kab. Bulukumba. 

Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa transparansi 

kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap efektifitas kerja anggota DPRD. 

Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat pada hasil uji signifikansi dan uji t dimana nilai 

thitung 2.229 > ttabel 2.02679  dengan taraf signifikansi 0.032, berada di bawah 0.05. Ini 

berarti bahwa semakin baik pelaksanaan transparansi kebijakan publik maka akan 

semakin baik efektifitas kerja anggota DPRD, dengan demikian hipotesis ketiga diterima. 

Sukhemi dalam Werimon (2005) meyatakan bahwa informasi merupakan hak masyarakat 

umum (publik) yang harus diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam 

rangka mewujudkan transparansi kebijakan publik, DPRD  harus dapat meningkatkan 

pengungkapan informasi tentang kebijakan-kebijakan publik sehingga mendorong 

peningkatan transparansi dalam memenuhi hak publik. 

 

Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi 

Kebijakan Publik Terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD Kab. Bulukumba. 

Hipotesis keempat yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa akuntabilitas 

public, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik secara simultan 

berpengaruh terhadap efektifitas kerja anggota DPRD Bulukumba. Berdasarkan hasil 

analisis menunjukkan bahwa efektifitas kerja anggota DPRD dipengaruhi oleh variabel 

akuntabilitas public, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebesar 

80%. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukan oleh Josef (2010) 

partisipasi aktif anggota masyarakat menentukan keberhasilan penyelenggaran otonomi 

daerah. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah dapat 

terwujud dalam beberapa cara, diantaranya memberikan masukan berupa aspirasi dan 

direalisasikan dengan adanya forum komunikasi antar dewan dan masyarakat yang 

diselenggarakan. Jensen dan Meckling (1976), akuntabilitas dapat dimaknai dengan 

adanya kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan 

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) 

yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Utami 

dan Syofyan (2013) mengemukakan bahwa Transparansi merupakan prinsip yang 

menjamin akses informasi atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi 

tentang penyelenggaraan pemerintahan. Jadi transparansi harus mengandung keterbukaan 
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pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan 

diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Kemajuan informasi dan teknologi telah mendorong 

berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan menggunakan informasi untuk lebih 

mendorong pemerintahan yang transparan. Akuntabilitas sangat berperan penting dalam 

pelaksanaan pertanggungjawaban karena adanya akuntabilitas akan semakin efektif dan 

efisien dalam meningkatkan kualitas kerja anggota DPRD. Partisipasi masyarakat sangat 

berperan penting dalam pelaksanaan kerja anggota DPRD karena dengan adanya aspirasi 

masyarakat akan semakin termotivasi dalam meningkatkan kualitas kerja anggota DPRD. 

Transparansi kebijakan publik merupakan prinsip good governance, sehingga semakin 

transparan pelaporan aktifitas dan tanggung jawab anggota DPRD maka semakin 

meningkatan efektifitas kerja anggota DPRD. 

 

 

KESIMPULAN   
Berdasarkan hasil uji analisis data serta pembahasan yang dilakukan sebelumnya 

maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:  

 

1. Akuntabilitas Publik berpengaruh Positif dan signifikan terhadap efektifitas kerja 

anggota DPRD .Ini berarti bahwa dewan merespon stimuli yang diterima berdasarkan 

objek pemersepsi dalam hal ini adalah adanya akuntabilitas publik sehingga semakin 

baik pelaksanaan akuntabilitas publik dalam organisasi maka akan semakin baik pula 

efektifitas kerja anggota DPRD.  

2. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap efektifitas kerja 

anggota DPRD. Ini berarti bahwa anggota dewan merespon stimuli yang diterima 

oleh objek pemersepsi dalam hal ini adalah adanya partisipasi masyarakat sehingga 

semakin baik keikutsertaan masyarakat dalam organisasi maka akan semakin baik 

efektifitas kerja anggota DPRD. 

3. Transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap efektifitas 

kerja anggota DPRD. Ini berarti bahwa anggota dewan merespon stimuli yang 

diterima oleh objek pemersepsi dalam hal ini adalah adanya transparansi kebijakan 

public sehingga semakin baik pelaksanaan transparansi kebijakan publik maka akan 

semakin baik efektifitas kerja anggota DPRD 

4. Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap Efektifitas Kerja Anggota DPRD 

Bulukumba.  
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